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ABSTRAK 
Salah satu jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah Automated Teller 
Machine (ATM). ATM adalah salah satu bentuk produk perbankan hasil teknologi 
(komputer) dalam upaya peningkatan pelayanan bank kepada nasabah. ATM 
mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran, penggunaan ATM 
dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data  dari data primer bersumber 
dari wawancara dan tambahan berupa peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta data  sekunder berupa data yang diperoleh dari kepustakaan. Metode 
pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini 
yaitu: (1) Dalam pelaksanan perlindungan hukum yang diberikan Bank Jatim 
untuk Nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut. Dibuktikan 
dalam form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Jatim 
“Apabila Kartu  ATM Bank hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke 
info Bank/Cabang terdekat untuk proses pemblokiran.  (2) Upaya hukum yang 
dapat dilakukan oleh Nasabah yang mengalami kerugian dapat menyampaikan 
pengaduan sehubungan dengan penggunaan kartu ATM. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Automated Teller Machine (ATM). 
 
ABSTRACT 
One of the services rendered to the community bank is the Automated Teller 
Machine (ATM). ATM is one form of banking products result of technology 
(computers) in order to increase banking services to customers. ATM is able to 
replace the function of money as means of payment, the use of ATM is felt more 
safe and practical for all purposes. The method used is empirical juridical 
approach and the type of research is descriptive research. The data source of 
primary data sourced from interviews and additional form of legislation and 
regulations, and secondary data obtained from the literature. Data were collected 
by study of documents and interviews. And methods of data analysis used is 
qualitative analysis. The conclusion of this study are: (1) In the conduct of legal 
protection given to the Customer's Bank Jatim Peraturn accordance with the Bank 
Indonesia. Evidenced in the form Conditions and Special Terms Savings Bank 
Jatim "If a bank ATM card is lost, Savers shall report orally to the info Bank / 
Branch nearest to the blocking process. (2) legal efforts can be made by Customer 
who suffered losses may submit complaints with respect to the use of an ATM 
card. 
 
Keywords: Legal Protection, Automated Teller Machine (ATM). 
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PENDAHULUAN 
Secara spesifik fungsi bank adalah sebagai agent of trust yang berarti dasar 
utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust baik dalam 
halpenghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank juga disebut sebagai agent 
of development, yang berarti fungsi bank dalam hal ini adalah memperlancar 
kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Selanjutnya bank adalah agent of 
services, dalam hal ini bank memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada 
masyarakat.
1
 
Salah satu jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah Automated 
Teller Machine (ATM). ATM adalah salah satu bentuk produk perbankan hasil 
teknologi (komputer) dalam upaya peningkatan pelayanan bank kepada nasabah. 
ATM mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran, penggunaan 
ATM dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan. Jika tadinya 
nasabah dilayani oleh petugas bank di kantor bank yang bersangkutan apabila 
hendak bertransaksi, dengan ATM nasabah tetap dapat mengendalikan kegiatan 
keuangan rutin tersebut tanpa harus pergi ke kantor yang bersangkutan. 
Dalam produk ATM, posisi konsumen secara umum masih lemah karena 
aplikasi permohonan ATM dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan biasanya 
isinya berat sebelah. Secara umum permasalahan yang seringkali dikeluhkan oleh 
konsumen jasa perbankan dalam penggunaan ATM adalah: 1.Pengaduan soal 
produk perbankan, seperti ATM (Automated Teller Machine), kartu kredit, aneka 
ragam jenis tabungan. Termasuk juga dalam keluhan produk perbankan adalah 
soal janji hadiah dan iklan produk perbankan; 2. Pengaduan soal cara kerja 
                                                          
1
Y. Sri Susilo, et. al., 2000, Bannk dan Lembga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, hal.6 
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petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas service 
point, seperti teller, customer service dan satpam. 
Keluhan-keluhan pemegang ATM menarik untuk secara khusus dianalisis. 
Tidak hanya kecenderungan ke depan semakin banyak transaksi menggunakan 
ATM, tetapi juga adanya ketergantungan bisnis perbankan pada kehadiran 
teknologi dan informasi. Secara umum keluhan nasabah dalam permasalahan 
penggunaan ATM tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis keluhan 
finansial yang umumnya bersifat kasuistik dan keluhan non finansial yang bersifat 
sitematik. 
Pada sisi lain, ketika konsumen mengajukan komplain terhadap bank, 
konsumen seringkali tidak sabar menunggu penyelesaian yang dilakukan oleh 
bank. Padahal atas komplain yang diajukan oleh konsumen, bank akan 
menindaklanjuti laporan nasabah tersebut. Namun demikian komplain tersebut 
tentu saja tidak serta merta akan langsung dikabulkan dan tetap membutuhkan 
waktu dengan menunggu proses yang diperlukan untuk mengembalikan dana ke 
rekening nasabah yang terdebet. Kartu ATM tertelan apabila kejadian tersebut 
pada jam kerja bank akan segera menyelesaikan atas komplain dengan cara 
menyerahkan kembali Kartu ATM yang tertelan kepada nasabah.
2
 
Secara umum dalam beberapa hal, konsumen pengguna jasa perbankan 
seringkali berada pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus 
perselisihan antara bank dengan nasabahnya.
3
Pihak nasabah sebagai konsumen 
berada pada posisi yang lemah ketika terjadi gangguan dalam bertransaksi, 
                                                          
2
Agustinus Simanjuntak, ”Tinjauan Yuridis Para Pihak dalam Transaksi Pengambilan atau 
Transfer Dana melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri”, Artikel, Fakultas Ekonomi Universitas 
Petra, Surabaya, hal, 129.  
3
 Agus Sugiharto, ”Membangun Fundamental Perbankan yang kuat”, Media Indonesia, 26 Januari 
2004, hal. 6.  
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sehingga konsumen tidak jarang dirugikan.Padahal dalam setiap transaksi bisnis 
diharapkan dapat menguntungkan para pihak.Adanya pihak yang dirugikan tentu 
karena adanya kesalahan dari pihak lainnya, kecuali dalam hal terjadi force 
majeur. 
Untuk itulah perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil 
maupun formal makin terasa penting mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi 
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannyadalam rangka mengejar dan 
mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka 
konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.
4
 Oleh karena itu 
dengan disahkan Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen diharapkan dapat mendorong suatu kondisi usaha yang sehat dan 
dinamis di dalam penyediaan barang dan atau jasa yang benar-benar baik dan 
berkualitas, dan dapat menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen maupun 
pelaku usaha yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta 
adanya kepastian hukum. Sejak efektif berlakunya Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aspek pengaturan perbankan 
pundiperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai 
konsumen pengguna jasa perbankan.
5
 
Berdasarkan informasi di atas,maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum 
                                                          
4
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed.),2000, Hukum Perlindungan Konsumen, 
Bandung:Mandar Maju, hal. 3. 
5
Muliaman D. Hadad, ”Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur 
Perbankan Indonesia”, Makalah pada Diskusi Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 
2006, hal. 2. 
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(skripsi). Pada penelitian ini hanya khusus membahas mengenai perlindungan 
hukum terhadap pengguna Automated Teller Machine (ATM) yang diterapkan 
oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Yang kemudian hal 
tersebut ditinjau secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dan dari pembatasan masalahtersebut terdapatlah suatu rumusan masalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna 
ATM?, (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah 
pengguna ATM dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam 
penggunaan ATM? 
Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain: (1) 
Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna 
ATM. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh nasabah pengguna ATM dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi 
kerugian dalam penggunaan ATM. 
 
METODE PENELITIAN 
Adapun metode Pendekatan penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan  yuridis-empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh 
dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan bahan 
hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kemudian bahan hukum selanjutnya berupa bahan hukum sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri 
dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah 
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lainnya. Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi dokumen dan Wawancara dengan narasumber penelitian untuk 
mendapatkan data penunjang bagi penelitian ini. Metode analisis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari 
penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Bank Jatim
6
 
diperoleh keterangan bahwa dari pihak  Bank Jatim dinyatakan bahwa pada waktu 
pembuatan kartu ATM terdapat Ketentuan-Ketentuan Pemegang Kartu ATM, hal 
tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
kepada nasabah pemegang kartu ATM di samping perlindungan hukum lainnya 
yang secara umum diberikan kepada setiap nasabah bank penyimpan dana. 
Nasabah juga dapat melakukan penyetoran sebagai penyimpanan dana di kantor 
bank tetapi untuk perlindungannya ada kewajiban, yang tertulis dalam Ketentuan 
dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Jatimdalam point 2 (dua) huruf c 
dikatakan“ Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau 
aplikasi yang ditandatangani oleh penyetor dan atau dengan cara lainyang 
ditentukan dan diterima oleh Bank sesuai Peraturan yang berlaku” dan 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. 
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 Dewi Kusretno, Customer Service BPD Jatim, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 Juli 2016, pukul 
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Selain itu sebagai nasabah kita dapat menarik uang tidak hanya melalui 
ATM tetapi kita juga dapat melakukan penarikan di kantor Bank, dikatakan dalam 
point nomor 3 (tiga) huruf a “Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di 
Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun Cabang di luar pembukaan 
rekening” ,dan demi keamanan penarikan di Konter Bank karena dalam konter 
bank tidak menggunakkan PIN (Personal Identification Number), maka dalam 
huruf selanjutnya, yaitu huruf c dikatakan “ Penarikan hanya dapat dilakukan 
apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai cocok dengan specimen” yang 
berarti keamanan dilakukan dengan tanda tangan. 
Bank dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah pengguna ATM, 
bank wajib menerima pengaduan. Dalam proses pengaduan atas hilang atau 
rusaknya kartu ATM kita dapat lihat dalam point syarat khusus yang tercantum 
dalam Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Jatim “ Apabila 
Kartu ATM Bank hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke info Bank/ 
Cabang terdekat untuk proses pemblokiran. Segala risiko yang timbul sebelum 
Kartu ATM Bank diblokir menjadi tanggungjawab Penabung” dan untuk 
ketentuan lebih khusunya kita dapat melihat dalam point nomor 11 dalam syarat-
syarat dan ketentuan umum bagi pemegang kartu ATM Bank Jatim yang 
berbunyi:  
“PEMEGANG KARTU harus secepatnya melaporkan kepada PT BANK 
JATIM  dengan meneyertakan photocopy Kartu Identittas yang masih 
berlaku dalam pada hari dan jam kerja atas hilangnya kartu ATM BANK 
JATIM  dan meminta secara tertulis kepada PT BANK JATIM untuk 
mengambil langkah-langkah yang semestinya dalam rangka pengesahan 
penggantian kartu. Namun apabila diluar hari dan jam kerja maka dapat 
menghubungi Call Center PT BANK JATIM  di 14044. 
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PEMEGANG KARTU tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang 
timbul dari hal-hal tersebut diatas.” 
 
Dengan adanya ketentuan seperti itu, kita sebagai nasabah selaku 
konsumen (nasabah) mendapat perlindungan hukum dari bank. Pihak bank akan 
mengganti kartu yang hilang maupun rusak dengannasabah  melaporkan terlebih 
dahulu ke kantor cabang bank terdekat. Dengan menyerahkan fotokopi identitas, 
buku tabungan dan sebagainya serta mengisi formulir pengaduanyang selanjutnya 
bank akan mengganti kartu tanpa mengurangi saldo yang ada dalam rekening. 
Perlindungan hukum yang diberikan Bank Jatim bagi nasabah pemegang 
kartu ATM dalam bertransaksi melalui mesin ATM, diupayakan seoptimal 
mungkin untuk keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi ATM. 
Bank Jatim memberikan proteksi berupa nomor PIN (Personal Identification 
Number) yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak bank dengan 
nasabah saja. Nomor PIN adalah nomor sandi yang berfungsi sebagai password 
saat melakukan transaksi. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa selain memberikan 
keamanan bertransaksi melalui ATM dengan nomor PIN, pihak bank juga 
mewajibkan nasabah menghafalkan dan merahasiakan nomor PIN agar tidak ada 
pihak lain yang mengetahuinya. Apabila nasabah sulit untuk menghafal atau lupa 
nomor PIN yang diberikan oleh pihak Bank Jatim, maka nasabah tersebut sebagai 
card holder bisa melakukan penggantian nomor PIN dengan mengisi formulir 
penggantian nomor PIN dan akan diterbitkan kartu ATM baru.  
Bentuk perlindungan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila 
ditelaah lebih lanjut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata bukan merupakan 
perlindungan bagi pemegang kartu ATM akan tetapi lebih merupakan pengalihan 
risiko dari pihak bank kepada nasabah pemegang kartu ATM apabila terjadi 
penyalahgunaan kartu ATM oleh pihak lain. 
Perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) pengguna ATM dapat 
dilihat dari berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan 
konsumen (nasabah) bank diantaranya adalah Penerbitan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi 
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 
7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah” dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Media 
Perbankan” yang keseluruhan peraturan itu berlaku dan harus diperhatikan oleh 
pelaku usaha jasa perbankan. 
Prinsip perlindungan konsumen dalam peraturan Bank Indonesia nomor 
16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran 
disebutkan dalam pasal 3 (tiga) perlindungan konsumen meliputi: a. Keadilan dan 
keandalan; b.Transaparansi; c.Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; d. 
Penanganan Penanganan dan pengaduan yang efektif. 
 
Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Pengguna ATM dalam 
Memperoleh Hak-haknya Apabila Terjadi Kerugian dalam Penggunaan 
ATM 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Bank Jatim
7
 
diperoleh keterangan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Bank 
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Jatim dalam menghadapi nasabah yang mengalami kerugian non finansial adalah 
setelah nasabah melapor ke pihak Bank, nasabah mengisi form penggantian kartu 
dan form keterangan kehilangan yang dilampiri fotokopi buku tabungan dan 
fotokopi KTP (wajib) dan kemudian pihak bank akan mengganti kartu ATM 
sesuai dengan kartu permintaan nasabah. 
Dilihat dari fungsinya bank mempunyai fungsi pengerahan dana dan 
penyaluran dana dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah 
penyimpan dana dan bank dengan nasabah debitur. Dalam hal penggunaan ATM, 
setiap perjanjian yang dibuat nasabah dan bank tidak boleh memuat klausul baku 
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab bank sepenuhnya kepada nasabah 
dan memuat pernyataan tunduknya nasabah kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
bank. Dalam praktek perbankan, klausula-klausula baku yang menyatakan 
pengalihan tanggung jawab sepenuhnya kepada nasabah tentu saja tidak 
memenuhi rasa keadilan dilihat dari sudut manapun. Klausula baku ini menjadi 
standar dalam setiap perjanjian dengan bank, termasuk perjanjian penggunaan 
ATM. UU Perbankan tidak memberikan perlindungan hukum secara spesifik 
terhadap nasabahnya terutama pengaturan mengenai penggunaan ATM.  
Apabila nasabah bank pengguna ATM kemudian mengalami kerugian 
yang bukan disebabkan karena kesalahan nasabah, maka bank wajib memberikan 
ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran, menyatakan: “ 
Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang 
11 
 
timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”. Berdasarkan 
ketentuan tersebut maka dapat diketahui Penyelenggara yang dimaskud sebagai 
pihak Bank bertanggung jawab kepada Nasabah untuk mengganti rugi yang 
kerugiannya bukan menjadi kesalahan Nasabah melainkan atas kelalaian dari 
Pihak Penyelenggara. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Bank Jatim
8
 
diperoleh keterangan bahwa penyelesian pengaduan Nasabah diupayakan dalam 
waktu 1 (satu) hari, yaitu adanya pelaporan dari nasabah ke customer service, 
kemudian customer service  melakukan penanganan pengaduan dengan meminta 
nasabah mengisi form pengaduan disertai dengan fotokopi identitas dan buku 
tabungan yang kemudian customer service mendata identitas dan isi pengaduan 
nasabah. Untuk proses permasalahan nasabah diminta menunggu dalam rentan 
waktu 20 (dua puluh) hari kerja.  
Contohnya ada kasus yang berkaitan dengan Bank yang tergabung dengan 
ATM bersama. Seorang Nasabah Bank Jatim mengambil uang di ATM BCA 
(yang tergabung dalam ATM  Bersama). Ternyata kemudian transaksi gagal, dan 
uang tidak dapat keluar., akhirnya nasabah tersebut melapor ke Bank Jatim cabang 
terdekat. 
Penyelesaiannya, nasabah setelah melapor ke Bank Jatim cabang terdekat 
dengan menyerahkan identitas asli, mengisi formulir pengaduan serta 
menyerahkan buku tabungan kepada customer service. Setelah itu Bank Jatim 
cabang tempat dimana nasabah mengadu, mengkonfirmasi kepada Bank Jatim 
                                                          
8
Ibid 
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Pusat.Kemudian Bank Jatim Pusat mengkonfirmasi bank BCA yang menjadi bank 
dimana nasabah mengambil uang di ATM melalui email. Bank Jatim pusat 
mengkonfirmasi melalui email kepada bank BCA untuk memastikan bahwa, benar 
telah terjadi kegagalan transaksi. Setelah itu bank BCA mengkonfirmasi Bank 
Pusat Jatim juga melalui email, kemudian Bank Jatim pusat memberitahu hal itu 
kepada Bank Jatim Cabang, bahwa benar terjadi kegagalan transaksi dan uang 
hilang. Setelah itu akan diproses dan uang dikembalikan melalui ATM rekenening  
nasabah dalam  jangka waktu tidak kurang dari 21 hari. Dalam kasus ini, Bank 
Jatim telah menjalankan kewajibannya terhadap hak nasabahnya, sehingga 
permasalahan dapat diselesaikan antar kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur 
Pengadilan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut kesimpulan 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
Pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM. 
Bentuk perlindungan hukum dari Bank tehadap Nasabah pada dasarnya mengacu 
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah Pasal 6 (enam) nomor 3 (tiga) dikatakan “ Dalam hal 
pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi 
fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya (4)  Pengaduan yang 
dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.” 
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Dalam pelaksanannya perlindungan hukum yang diberikan Bank Jatim 
untuk Nasabah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut. Dibuktikan 
dalam form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Jatim 
“Apabila Kartu ATM Bank hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke 
info Bank/ Cabang terdekat untuk proses pemblokiran. Segala risiko yang timbul 
sebelum Kartu ATM Bank diblokir menjadi tanggung jawab Penabung”. Juga 
dibuktikan lagi dalam syarat dan Ketentuan Umum bagi pemegang kartu ATM 
Bank Jatim. 
Bank Jatim dalam memberikan perlindungan terhadap Nasabah Pengguna 
ATM telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dengan menerima pengaduan 
dan menyelesaikannya secara optimal. 
Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna ATM 
dalam memperoleh hak-haknya Apabila Terjadi Kerugian dalam Penggunaan 
ATM. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang mengalami 
kerugian dapat menyampaikan pengaduan sehubungan dengan penggunaan kartu 
ATM. Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada kantor cabang Bank Jatim. 
Pengaduan penyampaian tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas diri 
pemegang kartu dan dokumen pendukung. Kemudian Bank Jatim akan 
menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijkan dan prosedur yang berlaku 
di Bank Jatim, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak bank menerima pengaduan 
secara lengkap. Pengaduan pemegang kartu yang disampaikan kepada Bank Jatim 
setelah 3 (tiga) bulan atau lebih sejak tanggal Transaksi tersebut tidak akan 
dilayani. 
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Apabila Nasabah Bank pengguna ATM kemudian mengalami kerugian 
yang bukan disebabkan karena kesalahan Nasabah, maka Bank wajib memberikan 
ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran, menyatakan 
“Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang 
timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”. Berdasarkan 
ketentuan tersebut maka dapat diketahui Penyelenggara yang dimaksud sebagai 
pihak Bank bertanggung jawab kepada Nasabah untuk mengganti rugi yang 
kerugiannya bukan menjadi kesalahan Nasabah melainkan atas kelalaian dari 
pihak Penyelenggara. Apabila tidak ditemui penyelesaiannya terhadap 
permasalahan tersebut, Bank Indonesia dapat memfasilitasi upaya penyelesaian 
yang terjadi antara Bank dan Konsumen sebagai Nasabah.   
 
Saran 
Pertama, meskipun Bank Jatim telah berhasil menyelesaikan semua 
permasalahan yang muncul pada penyalahgunaan kartu ATM, akan lebih baik jika 
sistem pengamanan terhadap ATM terus dikembangkan dan ditambahkan 
fasilitasnya demi keamanan dan kenyamanan nasabah pemegang kartu ATM. 
Yang perlu ditambahkan adalah keamanan berupa video atau CCTV pada setiap 
anjungan yang disediakan oleh pihak bank Bank Jatim. Fasilitas ini bertujuan 
untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu ATM BCA oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab dan dapat merugikan nasabah pemegang kartu ATM yang asli. 
Kedua, pada persyaratan umum aplikasi pembuatan kartu ATM, yang 
sebaiknya ukuran tulisannya tidak terlalu kecil atau diperbesar dan posisi aturan 
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tersebut tidak disebaliknya pada syarat-syarat pembukaan rekening dan kartu 
ATM atau dengan kata lain tersendiri aturan-aturan tersebut dilampirkannya.  
Ketiga, hendaknya perlu dibuat program pada mesin ATM yang dapat 
mendeteksi bahwa pengguna kartu ATM tersebut benar-benar pemilik yang sah 
agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan kartu ATM. 
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